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Abstract: The housing problem continues to be a major issue faced by 
the Indonesian government. One of the programs run by the 
government in an effort to tackle uninhabitable houses is the house 
renovation program. House renovation is a social welfare program for 
low-income people or the poor to create livable houses. This research 
aims to see and describe how the responsiveness of the local 
government in tackling uninhabitable houses through the house 
renovation program in Pollung District, Humbang Hasundutan 
Regency.This research uses the theory of public services and 
responsiveness to examine the implementation of the house 
renovation program in tackling uninhabitable houses in Pollung 
District, Humbang Hasundutan Regency. This research uses descriptive 
research methods with a qualitative approach. Data collection 
techniques were carried out through interviews, observation and 
documentation. The data and information obtained were analyzed 
qualitatively using Zeithaml's responsiveness theory approach which 
includes 6 indicators, namely, ability to respond, speed of service, 
accuracy of service, accuracy of service, timeliness and ability to 
respond.The results of the study indicate that the responsiveness of 
the local government in overcoming uninhabitable houses through 
the house renovation program in Pollung sub-district, Humbang 
Hasundutan district, according to Zeithaml's theory of responsiveness 
is good but not optimal. Because judging from the accuracy of serving, 
it is not entirely good and far from perfect in the implementation of 
the house renovation program with a selection that is not transparent 
and fair. 
Keyword: Responsiveness, Inadequate Housing, House Repair. 
 
Abstrak: Permasalahan perumahan sampai saat ini terus menerus 
menjadi isu utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Salah 
satu program yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya 
menanggulangi rumah tidak layak huni adalah program bedah rumah. 
Bedah rumah adalah program kesejahteraan sosial bagi masyarakat 
yang berpenghasilan rendah atau fakir miskin untuk mewujudkan 
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rumah yang layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan 
mendeskripsikan bagaimana responsivitas pemerintah daerah dalam 
menanggulangi rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah 
di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.Penelitian ini 
menggunakan teori pelayanan publik dan responsivitas untuk 
mengkaji pelaksanaan program bedah rumah dalam menanggulangi 
rumah tidak layak huni di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang 
Hasundutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dan informasi 
yang didapat, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan teori responsivitas menurut Zeithaml yang meliputi 6 
indikator yaitu, kemampuan merespon, kecepatan melayani, 
ketepatan melayani, kecermatan melayani, ketepatan waktu dan 
kemampuan menanggapi.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
Responsivitas Pemerintah daerah dalam menanggulangi rumah tidak 
layak huni melalui program bedah rumah di kecamatan Pollung 
kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan teori responsivitas 
menurut Zeithaml sudah baik namun belum maksimal. Karena dilihat 
dari ketepatan melayani belum sepenuhnya baik dan jauh dari kata 
sempurna dalam pelaksanaan program bedah rumah dengan adanya 
seleksi tidak transparan dan adil.  
Kata kunci: Responsivitas, Tidak Layak Huni, Bedah Rumah. 
 

 
Pendahuluan  

Fenomena anak jalanan di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang 
tidak ada habisnya. Meningkatnya anak jalanan dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan 
yang tinggi dalam suatu Negara. Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan 
sosial yang diatasi oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
suatu program selalu diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Salah satu 
faktor untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut diperlukan 
dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja maksimal untuk memenuhi 
tugas yang diberikan kepadanya secara tanggung jawab dan memiliki kinerja yang 
tinggi (Daulay, 2019:210). 

Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan yang dialami seseorang 
dengan serba kekurangan dan mempunyai pengeluaran yang tidak cukup memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Salah satu ciri yang menandai masyarakat miskin adalah tidak 
adanya akses terhadap sarana kebutuhan dasar dalam lingkungan. Hal ini juga 
ditandai dengan kualitas perumahan yang jauh dari standar yang layak karena bentuk 
nyata dari masyarakat miskin bukan hanya sekedar dari minimnya pendidikan atau 
kesehatan, melainkan dari kualitas rumah dan tempat tinggal. Suradi (2012) 
berpendapat bahwa kondisi kemiskinan menyebabkan keluarga tidak mampu 
memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi diri dan keluarga dikarenakan 
alasan ekonomi. 
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Permasalahan perumahan sampai saat ini terus menerus menjadi isu utama 
yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Permasahan perumahan kini juga semakin 
kompleks dan mendesak baik itu di perkotaan maupun pedesaan. Hal itu terjadi 
karena adanya pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat sehingga 
mengakibatkan meningkatkan kebutuhan akan perumahan. Permasalahan- 
permasalahan ini tentu akan memberikan dampak negatif seperti masalah kesehatan, 
kesejahteraan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak lain yang 
ditimbulkan dari ketidakmampuan mendapatkan perumahan yang layak adalah 
terjadinya konflik sosial di masyarakat yang dimana permasalahan ini akan 
mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. 

Pada dasarnya, perumahan yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar 
setiap individu, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tinggal dalam 
kondisi perumahan yang tidak layak huni. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih 
banyak masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah yang pada umumnya 
memiliki keterbatasan untuk mewujudkan kebutuhan rumah yang layak huni, terlebih 
masyarakat yang tergolong tidak mampu, memiliki rumah hanya sebuah impian indah 
yang mungkin sulit diwujudkan apabila tidak ada intervensi dari pihak lain. 

Salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya 
menanggulangi rumah tidak layak huni adalah Program Bedah Rumah. Bedah rumah 
adalah program kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang berpenghasilanrendah 
atau fakir miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Program ini tidak hanya 
berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi terkait bagaimana membangun 
kapasitas kelompok fakir miskin untuk memahami dan menyadari bahwa pentingnya 
tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Hal ini 
dilakukan agar tercapainya kesejahteraan keluarga dan berdampak pada 
peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan. Program ini bertujuan untuk 
memperbaiki kondisi fisik rumah yang rusak parah dan tidak layak huni menjadi 
rumah yang layak huni. 

Program bedah rumah adalah program yang ditujukan kepada pemerintah 
untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki daya beli terbatas 
sehingga mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh bantuan 
perumahan layak huni. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah 
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Sehingga untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di 
indonesia pemerintah membuat program bantuan bedah rumah/perumahan 
swadaya (Menteri Perumahan Rakyat (MENPERA) 2012). Kecukupan kualitas dan 
kesehatan kawasan yang harus dipenuhi oleh suatu bangunan rumah merupakan 
standar layak huni. 

Dinas perumahan dan kawasan pemukiman menjadi lembaga yang didirikan 
oleh pemerintah dengan tujuan utama mewujudkan penataan ruang yang terpadu, 
terkendali, dan dinamis demi kemajuan negara. Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah melalui program bantuan bedah rumah. Penting untukmemastikan bahwa 
program ini hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat dan pantas untuk 
menerimanya. 
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Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya di Kecamatan Pollung,juga 
merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serius terkait perumahan 
yang tidak memadai seperti rumah yang masih dalam kondisi yang tidak layak huni, 
dengan berbagai masalah seperti kerusakan struktural, kebocoran, sanitasi yang 
buruk, dan fasilitas yang tidak memadai. Menurut data BPS Kabupaten Humbang 
Hasundutan tahun 2020, terdapat sekitar 10.567 unit rumah yang tergolong tidak 
layak huni di kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan demikian Kabupaten 
Humbang Hasundutan juga turut melaksanakan Program Bedah Rumah untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Permasalahan lain yang dihadapi berdasarkan hasil observasi dari berbagai 
pihak masyarakat di kecamatan Pollung mengatakan bahwa, target dan tujuan dari 
program bedah rumah belum efektif dikarenakan masih adanyakejanggalan seperti, 
pendataan dari pemerintah yang belum maksimal, persyararatan untuk masyarakat 
yang layak menerima bantuan bedah rumah masih bisa direkayasa, kurangnya 
keadilan pemerintah desa kepada masyarakat, sistem kekeluargaan antara 
pemerintah desa dan masyarakat yang memprioritaskan orang terdekat 
dibandingkan dengan orang yang lebih membutuhkan, implemantor baik dari dinas 
PKP maupun fasiliator belum mampu mengajak masyarakat sadar dan paham dengan 
konsep dari bedah rumah walaupun sudah dilakukan sosialisasi sebelumnya. 

Hal tersebut dalam penelitian ini merupakan keluhan masyarakat dalam 
pelaksanaan program bedah rumah. Keluhan yang dimaksud seperti proses seleksi 
tidak transparan. Keluhan sering muncul terkait seleksi penerima manfaat program 
bedah rumah. Jika proses seleksi tidak transparan dan adil, masyarakat dapat merasa 
bahwa program tersebut hanya menguntungkan sebagian kecil orang atau kelompok 
tertentu. Adanya ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima program bedah 
rumah tidak lepas dari minimnya keterlibatan masyarakat setempat dimana asyarakat 
tidak dilibatkan secara aktif dalam proses seleksi atau tidak diberikan kesempatan 
untuk memberikan masukan. 

Dalam konteks ini, penelitian yang fokus pada responsivitas pemerintah dalam 
menanggulangi permasalahan perumahan melalui program bedah rumah di 
Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi sangat relevan. 
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi kendala dan potensi solusi 
dalam pelaksanaan program tersebut, serta memberikan rekomendasi kepada 
pemerintah daerah untuk meningkatkan responsivitas mereka dalam menanggulangi 
permasalahan perumahan. 

Adapun judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berdasarkan latar 
belakang yang telah diuraikan diatas yaitu “Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam 
Menanggulangi Rumah Tidak Layak Huni Melalui Program Bedah Rumah di 
Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan”. 

 
Kerangka Teori  

 Teori yang peneliti gunakan sebagaipemandu ialah teori dari Zeithaml, dkk 
dalam Rismawati, dkk (2015) menjelaskan secara rinci dan menyebutkan bahwa 
responsivitas termasuk ke dalam salah satu dimensi kualitas pelayanan publik, 
dimana dalam responsivitas sendiri terdiri dari atas beberapa indikator, yaitu: 
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1. Kemampuan Merespon 
Setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda, maka dari itu 
sebagai petugas layanan harus mengetahui bagaimana agar dapat bersikap 
dan berkomunikasi dengan baik dan sopan terhadap masyarakat. Dalam hal 
ini kemampuan merespon yang kuat memungkinkan pemerintah untuk 
mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien. 
Pelayanan yang responsif dapat menjawab pertanyaan dan masalah dengan 
cepat, memberikan layanan yang personal, dan mengatasi masalah yang 
timbul dengan tanggap. Responsibilitas yang baik membantu pemerintah 
untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, meningkatkan 
loyalitas, dan menciptakan pengalaman positif. Hal ini secara langsung 
berdampak pada kepuasan pelayanan publik. 

2. Kecepatan Melayani 
Pelayanan yang cepat dimaksudkan dengan meliputi kesigapan 
danketulusan petugas dalam menjawab pertanyaan atau permintaan dari 
masyarakat. Kecepatan melayani merupakan aspek penting dalam 
memberikan pelayanan publik yang memuaskan. Kecepatan dalam melayani 
dapat menciptakan pengalaman yang positif, dan meningkatkan reputasi 
pemerintah atau instansi. Hal ini dimaksudkan dimana masyarakat 
cenderung menghargai waktu mereka dan mencari pengalaman yang efisien 
dalam berinteraksi dengan pemerintah. Kecepatan melayani bukan hanya 
tentang merespons masyarakat dengan cepat, tetapi juga tentang efisiensi 
dalam menyediakan solusi dan penyelesaian masalah. Kecepatan melayani 
juga berdampak pada persepsi kualitas layanan.  

3. Ketepatan Melayani 
Pelayanan dengan tepat yaitu dalam melayani jangan sampai 
terjadikesalahan baik dalam hal pekerjaan maupun pembicaraan, dalam 
artian pelayanan yang diberikan oleh petugas harus sesuai dengan keinginan 
masyarakat. Ketepatan melayani juga didefinisikan sebagai kemampuan 
pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan 
kebutuhan masyarakat. Hal ini melibatkan menyediakan informasi yang 
akurat, menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif, serta 
menghormati waktu dan komitmen yang dijanjikan kepada masyarakat. 
Ketepatan melayani juga mencakup kemampuan pemerintah untuk 
memberikan layanan yang konsisten dan sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan.  

4. Kecermatan Melayani 
Kecermatan dalam memberikan pelayanan perlu diperhatikan supayatidak 
terjadi kesalahan yang bisa merugikan masyarakat. Pelayanan dengan 
cermat yaitu petugas selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam melakukan 
penyampaian pelayanan serta dalam melayani kebutuhan masyarakat. 
Kecermatan melayani dapat didefinisikan sebagai kemampuan Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memberikan pelayanan 
dengan tingkat akurasi, kecepatan, dan ketelitian yang tinggi. Hal ini 
melibatkan perhatian terhadap detail, pemahaman mendalam tentang 
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kebutuhan masyarakat, dan kemampuan untuk memberikan solusi dengan 
tepat waktu dan efektif. Kecermatan melayani juga mencakup kemampuan 
pemerintah untuk menghindari kesalahan atau kesalahan dalam melayani 
pelanggan.  

5. Ketepatan Waktu 
Pelayanan Maksud dari pelayanan dengan waktu yang tepat yaitu petugas 
dalam melayani masyarakat diharapkan pelaksanaan pelayanannya dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu 
dalam pelayanan dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk 
memenuhi janji waktu yang telah ditetapkan sebelumnya kepada 
masyarakat. Hal ini melibatkan memberikan pelayanan atau produk tepat 
waktu sesuai dengan kesepakatan atau harapan yang telah dibuat. 
Ketepatan waktu mencakup pengiriman tepat waktu, penyelesaian tugas 
atau permintaan dalam batas waktu yang dijanjikan, dan respons yang cepat 
terhadap kebutuhan dan pertanyaan publik. Penundaan atau ketidaktepatan 
waktu dapat menyebabkan kerugian bagi besar yang bagi pihak-pihak 
terkait. Hal ini meliputi masyarakat yang tidak puas dengan kinerja 
pemerintah. Dengan mengutamakan ketepatan waktu, pemerintah dapat 
menghindari kerugian finansial dan mempertahankan pertumbuhan yang 
berkelanjutan. 

6. Kemampuan Menanggapi 
Keluhan setiap pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik wajib dalam 
menyelesaikan setiap laporan atau pengaduan maupun keluhan masyarakat 
mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan sesuai dengan 
kewenangannya. Hal ini dilakukan agar supaya masyarakat dapat 
memperolehkepastian waktu pelayanan yang akan diterimanya. 
Kemampuan menanggapi dijelaskan sebagai kecepatan, ketepatan, dan 
efektivitas dalam merespons permintaan, pertanyaan, atau masalah yang 
diajukan oleh masyarakat. Hal ini melibatkan pemahaman yang baik terhadap 
kebutuhan masyarakat, memberikan respons yang tepat waktu, dan 
memberikan solusi atau penjelasan yang memadai. 

 
Metode Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang 
berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, dengan tujuan 
untuk memahami fenomena yang sedang diteliti dari sudut pandang yang berbeda-
beda. Data dalam penelitian ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, 
studi dokumen, atau metode-metode lain yang menghasilkan data deskriptif yang 
bertujuan menggambarkan suatu masalah dalam penelitian tersebut serta mencari 
dan menemukan jawaban akan permasalahan tersebut. Pada pendekatan kualitatif 
menekankan proses dari hubungan fenomena-fenomena penelitian yang diamati.  

Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai wilayah geografis atau sosial 
yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pollung 
KabupatenHumbang Hasundutan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di tempat 
tersebut terdapat pola interaksi yang menarik, yakni meskipun dengan adanya 
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program bantuan Bedah Rumah di Kecamatan Pollung, kenyataannya masih banyak 
masyarakat dengan masalah perumahan yang serius.  

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber. Dalampengumpulan 
data terkait penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut:Teknik Pengumpulan Data Primer yaitu: wawancara dan observasi. Dan 
Teknik Pengumpulan Data Sekunder yaitu: Studi Kepustakaan dan Studi 
Dokumentasi. Adapun Teknik Analisi Data yang digunakan peneliti adalah Reduksi 
Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. 

 
Hasil dan Pembahasan  
Program Bedah Rumah 

Program bedah rumah adalah suatu upaya atau proyek yang ditujukan untuk 
mengubah atau memperbaiki secara besar-besaran kondisi suatu rumah.Biasanya 
program ini diterapkan dengan maksud meningkatkan kualitas rumah,melakukan 
pembaruan terhadap fasilitas, atau menangani permasalahan struktural atau 
fungsional tertentu yang mungkin ada pada rumah tersebut. Secara singkat progrm 
bedah rumah ini adalah program yang dimaksud kan untuk melakukan perubahan 
atau pembangunan rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi rumah yang 
layak huni. Rumah tidak layak huni mengacu pada rumah yang kondisinya tidak 
memenuhi standar kesehatan,keamanan, atau kelayakan tempat tinggal. Kondisi ini 
bisa disebabkan oleh berbagai faktor,termasuk kerusakan struktural,ketidak 
memadainy fasilitas sanitasi,atau masalahlain yang mengancam keamanan dan 
kesejahteraan penghuninya. 

Program bedah rumah tidak hanya terlihat dalam perbaikan fisik rumah, tetapi 
juga dalam dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan.Masyarakat yang 
mendapatkan manfaat dari program ini dapat merasakan peningkatan kesejahteraan 
melalui peningkatan nilai properti, keamanan rumah, dan kemungkinan 
pengembangan ekonomi lokal.Evaluasi terhadap dampak sosial dan ekonomii ini 
penting untuk mengukur sejauh mana program ini memberikan kontribusi positif 
dalamkehidupan sehari-hari masyarakat. 

 

 
GambarRumah Layak Bedah di Desa Pollung 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan sejalan dengan observasi yang 

peneliti lakukan dimana dalam pelaksanaan program bedah rumah ini masih banyak 
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permasalahan yang terjadi seperti dalam penentuan penerima program bedah rumah 
ini sebagian masih belum tepat sasaran karena jika melihat dari kondisi rumah 
masyarakat, sering ditemui masih banyak masyarakat dengan kondisi rumah yang 
terbilang tidak layak huni tetapi sampai sekarang masih belum ada terjadi 
pembangunan atau pembedahan untuk rumah tersebut. Namun jika lebih didalami 
lagi, maka permasalahan tersebut bukan hanya masalah dari pemerintah desa saja. 
Masalah ini bisa juga karena dari pihak masyarakat yang belum siap atau mau 
menerima program bedah rumah ini karena alasan belum bisa untuk memberikan 
swadaya untuk mendukung program bedah rumah ini. Permasalahan ini tentu sangat 
berkaitan satu sama lain, jika dilihat dari pihak masyarakat, maka bisa dikatakan 
bahwa itu terjadi karena keterbatasan dana. Masyarakat mengharapkan dana yang 
diberikan pemerintah bisa lebih besar dengan tujuan pembangunan atau 
pembedahan rumah bisa terlaksana tanpa mengeluarkan dana yang besar atau 
bahkan tidak mengeluarkan dana sama sekali. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Zeithaml dkk (Rismawati, 
dkk, 2015) dalam mengukur serta menilai responsivitas pemerintah daerah dalam 
pelaksanaan program bedah rumah di kecamatan Pollung. Dimana dalam mengukur 
atau menilai tingkat responsivitas terdapat 6 indikator yaitu kemampuan merespon, 
kecepatan melayani, ketepatan melayani, kecermatan melayani, ketepatan waktu 
dan kemampuan menanggapi. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, baik dari 
wawancara, observasi serta dokumentasi, peneliti mendapatkan informasi bahwa 
pelaksanaan program bedah rumah di kecamatan Pollung kabupaten Humbang 
Hasundutan sebagai berikut: 
1. Kemampuan Merespon 

Kemampuan merespon mengacu pada sejauh mana pemerintah mampu 
memberikan tanggapan yang cepat, efisien, dan memadai terhadap kebutuhan, 
permintaan atau masalah masyarakat. Kemampuan merespon ini 
mencakuptanggapan yang cepat, ketersediaan untuk membantu, serta sikap 
yang positif dan proaktif dalam menangani kebutuhan masyarakat. Kemampuan 
merespon juga menciptakan persepsi bahwa pemerintah benar-benar peduli 
terhadap masyarakat dan bersedia melakukan langkah-langkah ekstra untuk 
memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. 
Permasalahan yang terjadi di kecamatan Pollung kabupaten Humbang 
Hasundutan adalah masih adanya rumah-rumah masyarakat yang dengan 
keadaan sudah tidak layak huni. Dengan begitu kemampuan merespon yang 
dimaksudkan adalah kemampuan pemerintah untuk mengatasi permasalahan 
rumah tidak layak huni. Pemerintah sebagai pelayan publik seharusnya 
mengetahui permasalahan ini dan harus cepat diatasi untuk membantu 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni.Dalam 
mengatasi masalah rumah tidak layak huni yang dihadapi masyarakat kecamatan 
Pollung, program bedah rumah merupakan alternatif yang cocok. 
Kemudian dari hasil observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, pihak 
pemerintah menunjukkan komitmen serius dan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat. Pemerintah telah dengan cermat mengidentifikasi keluhan-keluhan 
yang muncul di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan kondisi rumah 
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yang tidak layak huni. Pemerintah mampu memahami dan merespons secara 
positif terhadap permasalahan tersebut dan secara efektif mengidentifikasi 
keluhan masyarakat, khususnya terkait kondisi rumah yang tidak layak huni. 
Pengamatan peneliti menyoroti bahwa pemerintah telah memberikan respons 
positif dengan mengimplementasikan program bedah rumah, atau BSPS, secara 
menyeluruh dari tingkat kecamatan hingga desa-desa. Keputusan ini 
menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan solusi yang merata dan 
substansial terhadap masalah perumahan di berbagai tingkatan masyarakat. 
Program BSPS merupakanserius dan baik dalam mewujudkan keinginan 
masyarakat karenapilihan yang sangat tepat dan efektif sebagai langkah nyata 
untuk menanggapi permasalahan perumahan yang dihadapi oleh sebagian 
masyarakat. 
 

2. Kecepatan Melayani 
Kecepatan melayani mengacu pada kemampuan pemerintah untuk memberikan 
tanggapan atau layanan dengan cepat dan efisien terhadap kebutuhan, 
permintaan, atau masalah yang diajukan oleh masyarakat. kecepatan melayani 
juga diartikan dalam hal cepatnya respon awal, kecepatan pemprosesan dan 
kecepatan akses. 
Kemudian dari hasil observasi yang dilakukan, peneliti melihat bahwa memang 
benar pemerintah desa setelah mendapatkan informasi tentang program 
tersebut, secara langsung melakukan survei di lapangan dimana biasanya 
perangkat desa akan mendatangi warga pemilik rumah-rumah yang masuk dalam 
kriteria layak dibedah. Respons cepat ini dapat dianggap sebagai langkah yang 
sangat responsif guna memastikan kelancaran dan akurasi pelaksanaan 
program. Selanjutnya dalam pengamatan peneliti, pemerintah desa tidak hanya 
terpaku pada aspek fisik bedah rumah semata. Mereka juga tampak sangat 
peduli terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Selain melakukan 
perbaikan fisik rumah, pemerintah desa berupaya melengkapi segala kebutuhan 
administrasi dan regulasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini 
menunjukkan komitmen mereka untuk memberikan dukungan lebih dari sekadar 
peningkatan fisik rumah, melibatkan aspek-aspek administratif guna 
memberikan dampak yang lebih menyeluruh. 
Hal lain yang peneliti temukan adalah pemerintah desa menekankan perlunya 
kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Dapat dijelaskan bagaimana 
responsivitas pemerintah desa terhadap aturan dan regulasi dapat menjadi 
faktorkunci dalam keberhasilan program bedah rumah, serta bagaimana hal ini 
dapat memengaruhi dampak positif terhadap pemukiman yang tidak layak huni. 
Pemerintah akan lebih dipermudah dalam pelaksanaan program bedah rumah ini 
jika tetap berpedoman pada aturan atau regulasi yang sudah dibuat. Ini juga 
memberikan atau manggambarkan tujuan dari pemerintah sendiri supaya 
terhindar dari permasalahan yang lebih merugikan pemerintah maupun 
masyarakat. 
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3. Ketepatan Melayani 
Ketepatan melayani mencerminkan kemampuan pemerintah untuk memberikan 
layanan atau tanggapan yang sesuai dan akurat terhadap kebutuhan, 
permintaan, atau masalah masyarakat. Selanjutnya untuk melihat responsivitas 
pemerintah, tentu harus memperhatikan kesesuaian layanan, keakuratan 
informasi, kejelasan prosedur dan konsistensi layanan.  
Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan, peneliti melihat bahwa pemerintah 
telah melakukan persiapan yang baik dengan tujuan memberikan manfaat 
maksimal kepada warga. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan 
terhadap kebutuhan masyarakat, pemerintah terlihat telah merancang program 
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, dalam 
penentuan penerima program, perlu lebih teliti agar tidak ada alasan pribadi dari 
pemerintah yang dapat menggeser tujuan utama program, yaitu kesuksesan 
bedah rumah. 
Pentingnya aspek non-fisik juga tergambar, di mana keberhasilan program tidak 
hanya diukur dari pembangunan fisik rumah, tetapi juga dari manfaat konkret 
yang diberikan kepada warga. Pemerintah terlihat memahami bahwa dampak 
positif program ini harus mencakup lebih dari sekadar struktur fisik 
bangunanSelanjutnya, penentuan penerima manfaat dilakukan dengan 
mempertimbangkan laporan dari masyarakat mengenai penerima yang layak. 
Pendekatan partisipatif ini menggambarkan penghargaan pemerintah terhadap 
masukan dan pemahaman masyarakat lokal mengenai kondisi mereka. 
Partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan penerima manfaat menjadi 
implementasi prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam pelaksanaan 
kebijakan. Observasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk melibatkan 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan kesan bahwa 
kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara 
lebih komprehensif. 
Pentingnya tingkat akurasi sesuai dengan yang dilapangan menunjukkan 
keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar 
diberikan kepada yang membutuhkan. Fokus pada akurasi sesuai dengan realitas 
lapangan menciptakan pemahaman bahwa pemerintah tidak hanya berfokus 
pada aspek administratif semata, tetapi juga berkomitmen untuk mencapai 
dampak nyata di tengah-tengah masyarakat. 
 

4. Kecermatan Melayani 
Kecermatan melayani merujuk pada kemampuan pemerintah untuk memberikan 
layanan dengan akurat dan hati-hati, mengedepankan ketelitian dalam setiap 
aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan 
program, perlu juga diperhatikan kehandalan layanan dan kepatuhan terhadap 
prosedur. 
Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan, peneliti melihat bahwa 
pemerintah cukup serius dalam pelaksanaan program bedah rumah yang dapat 
dilihat dari aspek kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku. 
Kepatuhan ini mencerminkan sikap yang didasarkan pada ketertiban dan 
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kedisiplinan, di mana pemerintah bergerak sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghindari 
pelanggaran aturan dan norma yang berlaku. Selanjutnya, adanya petunjuk 
teknis yang dirancang untuk membimbing pelaksanaan program, dengan 
merujuk pada peraturan menteri PUPR, menunjukkan bahwa pemerintah telah 
menetapkan dasar yang jelas dan terstandarisasi untuk pelaksanaan program 
bedah rumah. Observasi ini mencerminkan keterlibatan pemerintah dalam 
menjalankan program sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, 
menegaskan komitmen mereka terhadap proses yang teratur dan teratur. 
Pemerintah diartikan sebagai entitas yang melaksanakan peran modern dengan 
fokus pada regulasi dan penegakan aturan, bukan semata-mata mengikuti 
keinginan atau kebijakan subjektif. 
 

5. Ketepatan Waktu 
Ketepatan waktu merujuk pada kemampuan pemerintah untuk memberikan 
layanan atau tanggapan sesuai dengan batas waktu yang diharapkan atau 
dijanjikan kepada masyarakat. Ketepatan waktu mencakup waktu tunggu, waktu 
penyelesaian, kepatuhan terhadap jadwal dan responsibilitas terhadap waktu. 
Ketepatan waktu menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab entitasdalam 
memenuhi janji atau tenggat waktu yang telah disepakati. 
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, benar bahwa pemerintah 
dalam masa pelaksanaan program bedah rumah terus melakukan pengawasan. 
Dengan adanya pengawasan yang aktif, pemerintah dapat dengan cepat 
mengidentifikasi dan menanggapi potensi kendala atau hambatan yang dapat 
menghambat progres program. Hal ini membantu menjaga agar pelaksanaan 
program tetap efisien dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, 
pengawasan juga menjadi instrumen untuk mendorong akuntabilitas dan disiplin 
pelaksanaan program, serta memastikan bahwa pihak terkait tetap fokus pada 
pencapaian tujuan dalam waktu yang ditentukan. 
Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan ganda. Pertama, 
untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan batas waktuyang 
telah ditetapkan. Fungsi pengawasan ini berperan sebagai mekanisme kontrol 
dan pencegahan terhadap potensi keterlambatan atau masalah dalam 
pelaksanaan program. Kedua, pengawasan juga berfungsi sebagai alat untuk 
memberikan peringatan atau pengingat kepada pihak terkait agar tetap 
mematuhi batas waktu yang telah ditentukan. 
 

6. Kemampuan Menanggapi 
Kemampuan menanggapi merujuk pada kapasitas pemerintah untuk 
memberikan respon yang cepat, efisien, dan memadai terhadap kebutuhan, 
permintaan, atau masalah yang diajukan oleh masyarakat. Kemampuan 
menanggapi merupakan kapabilitas entitas dalam merespon atau menanggapi 
permintaan, masukan, atau saran dari pihak lain dengan segera dan efektif. 
Kemampuan menanggapi mencakup keterbukaan terhadap umpan balik, 
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kemauan untuk menerima masukan, dan kemampuan untuk bertindak sesuai 
dengan informasi yang diterima. 
Hasil dari observasi yang peneliti lakukan menjelaskan bahwa pemerintah benar 
mau dan seharusnya mampu terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat 
maupun pihak lain. Seperti misalnya dalam upaya menangani isu stunting, 
kecamatan atau desa dengan tingkat masyarakat masalah stunting bisa lebih 
diutamakan terlebih dahulu. Contohnya kecamatan Pollung yang dengan jumlah 
rumah tidak layak huni yang paling besar di kabupaten HumbangHasundutan 
mengusulkan untuk bisa diberikan kuota program bedah rumah yang lebih 
banyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain. 
Desa dan kecamatan, sebagai entitas yang lebih akrab dengan realitas 
masyarakat, memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang lebih 
akurat dan kontekstual mengenai kebutuhan lokal. Keterbukaan dalam 
menerima masukan dan saran ini juga dapat ditandai dengan kemauan 
pemerintah untuk menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan penerima 
program bedah rumah dan selanjutnya melakukan sosialisasi dan memberikan 
pengertian kepada masyarakat dengan berniat untuk memperbaiki pelaksanaan 
program bedah rumah kedepannya 
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Responsivitas pemerintah daerah dalam menanggulangi rumah tidak layak 

huni dengan program bedah rumah di kecamatan Pollung kabupaten Humbang 
Hasundutan belum maksimal yang dibuktikan dari data-data yang diperoleh oleh 
peneliti saat melakukan wawancara dan observasi. Baik dari data primer maupun 
data sekunder menunjukkan masih adanya masalah-masalah yang terjadi dalam 
penanganan rumah tidak layak huni baik itu dari segi pelaksanaan program bedah 
rumah yang meliputi penentuan penerima manfaat, anggaran dana yang diberikan 
kepada masyarakat, dan tingkat partispasi masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah dituliskan dalam bab IV, 
maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan Merespon, pemerintah daerah dalam pelaksanaan program 
bedahrumah di kecamatan Pollung kabupaten Humbang Hasundutan 
sudah baik karena pemerintah bisa menanggapi keluhan dan permasalahan 
masyarakat dengan menjalankan program bedah rumah dalam 
menanggulangi rumah tidak layak huni. Selanjutnya program bedah rumah 
ini langsung disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. 

2. Kecepatan Melayani, pemerintah daerah dalam pelaksanaan program 
bedah rumah sudah cepat dan tepat dimana pemerintah dengan cepat 
melalukan survey untuk menentukan penerima program bedah rumah dan 
selanjutnya membantu masyarakat penerima manfaat dalam pengurusan 
administrasi. Haltersebut menunjukkan bahwa pemerintah melayani 
masyarakat dengan adanya rasa kepedulian dan mencerminkan bahwa 
pegawai pemerintah mulai dari tingkat desa hingga pegawai dinas 
menjalankan kewajibannya. 
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3. Ketepatan Melayani, pemerintah sudah cukup baik meski belum maksimal 
dalam hal ketepatan melayani dimana itu dapat dilihat dari persiapan yang 
dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memaksimalkan 
keberhasilan program. Program bedah rumah menjadi program yang 
sangat membantu atau memberikan manfaat secara nyata kepada 
masyarakat dengan memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni yang 
dibutuhkan masyarakat. Ketepatan melayani ini juga memperhatikan 
partisipasi masyarakat karena dalam penentuan penerima manfaat 
program bedah rumah, masyarakat akan dilihat dari tingkat kemauannya. 

4. Kecermatan Melayani, pemerintah dalam pelaksanaan program bedah 
rumah bekerja dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Dengan begitu, 
dalam pelaksanaan program, kesalahan-kesalahan bisa lebih terhindarkan 
karena jika pelaksanaan sudah sesuai dengan tata petunjuk pelaksanaan, 
program akan lebih maksimal. Hal ini juga menjelaskan bahwa pemerintah 
dalam pelaksanaan program bedah rumah sudah menunjukkan kepatuhan 
terhadap regulasi atau aturan yang dibuat sebelumnya. 

5. Ketepatan Waktu, pemerintah dalam pelaksanaan program bedah rumah 
sudah baik. Hal ini dapat dijelaskan dari komitmen yang pemerintah 
tetapkan untuk memastikan sejauh mana program berkembang dan setiap 
tahapan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya dengan 
adanya batas waktumembuat pelaksanaan program bedah rumah akan 
membuat kedisipilinan dan tanggung jawab pemerintah menjadi lebih baik 
karena menyesuaikan dengan regulasi yang ada. 

6. Kemampuan Menanggapi, pemerintah sudah baik dalam kemampuan 
menerima saran dan kritik dari masyarakat yang merupakan ciri dari 
kemampuan menanggapi. Kemampuan menanggapi pemerintah ini akan 
memberikan kemajuan dan perbaikan dalam menjalankan program dan 
bisa lebih fleksibel tanpa menyalahi aturan yang ada. 
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